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Kejagung Hentikan Penyidikan Tersangka Mobil

® MABRUROH

JAKARTA — Kejaksaan Agung
(Kejakgung) menyatakan telah meng-
hentikan penyidikan terhadap Agus
Suherman, tersangka pengadaan 16
mobil listrik untuk KTT APEC 2013 di
Bali.

. “Dari hasil evaluasi, posisi Agus
Suherman dihentikan penyidikan-
nya. Pertimbangannya dalam Pasal
109 KUHAP,” kata Kasubdit Penyi-
dikan pada Jaksa Agung Muda Tin-
dak Pidana Khusus (JAM Pidsus)
Yulianto di Jakarta, Senin.

Yulianto menyebutkan, penghen-
tian penyidikan terhadap Agus Su-
herman itu karena tidak cukup alat
bukti. Agus Suherman yang saat itu
menjabat sebagai direktur utama
Perum Perikanan Indonesia ditetap-
kan sebagai tersangka dalam kasus
pengadaan mobil listrik pada Juni
2015 bersama Dasep Ahmadi, di-
rektur PT Sarimas Ahmadi Pratama.

Belakangan, hanya perkara Da-
sep Ahmadi yang berlanjut. Dalam
putusan kasasi Mahkamah Agung
pada 2016, hukumannya diperberat
dari tiga tahun penjara menjadi tujuh
tahun penjara dengan denda Rp 200
juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam putusan kasasi Dasep

Listrik

disebut secara bersama-sama man-

tan menteri BUMN Dahlan Iskan °

hingga akhirnya Kejakgung mene-

- tapkan Dahlan Iskan sebagai ter-

sangka pada Februari 2017.
Pada sidang pertama praperadilan
penetapan Dahlan sebagai tersangka,
pengacara Dahlan Islan, Yusril Thza
Mahendra, menyatakan Kejaksaan
Agung harus mendapatkan bukti baru
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BP-
K) terkait kerugian keuangan negara
dalam pengadaan mobil listrik. =
“Hal itu terkait adanya ‘keadaan
baru’ berupa ada perubahan dalam
perundang-undangan yang tertuang
dalam rumusan hukum kamar pida-
na pada angka 6 dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung RI (SEMA RI)
Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 9 De-
sember 2016,” kata Yusril di Penga-
dilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.
Sebagaimana diatur dalam SE-
MA itu bahwa mengenai ada tidak-
nya kerugian negara harus dida-
sarkan atas hasil pemeriksaan ke-

- uangan atau audit pengelolaani ke-

uangan negara oleh BPK. ‘,
Menurut Yusril, instansi lainnya,
seperti Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) atau ins-
pektorat atau satuan perangkat kerja

B sl st

‘konstitusional menyatakan atau me-

nyatakan adanya kerugian keuangan
negara.

“Sehingga termohon sebelum me-

- netapkan pemohon menjadi tersangka
harus terlebih dahulu mendapatkan
" bukti baru dari BPK RI yang dipe-
runtukkan pembuktian dalam penga-
dilan mengenai kerugian keuangan
negara dalam perkara dugaan tindak
pidana korupsi program mobil listrik,”
kata Yusril. ',

. Kasubdit Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Agung Yulianto memban-
tah hanya BPK yang berwenang me-

* lakukan perhitungan kerugian ne-
gara. Menurutnya, BPKP juga me-
miliki kewenangan serupa. “Kami
sudah memiliki audit kerugian negara
dari BPKP. Ini yang dimasalahkan oleh
Prof Yusril bahwa yang berhak untuk
menghitung kerugian kenangan ne-
gara adalah BPK.”

Yulianto menjelaskan, berdasar-
kan Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) Nomor 31/PUU-X/ tanggal 23
Oktober 2012 ditegaskan, dalam lang-
‘kah pembuktian suatu tindak pidana
korupsi, yang bisa melakukan perhi-
tungan kerugian negara adalah BPK,
BPKP, akuntan publik, bahkan pe-
nyidik sendiri jika perkaranya seder-
hana. B antara ed: hafidz muftisany




